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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

  
Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, setiap Perangkat Daerah (PD) harus 

memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. 

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program 

dan kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi 

penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Renstra 

Bappeda mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-

2026, dan merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipasi, 

teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Dokumen perencanaan tiga tahunan Bappeda Provinsi Papua menyajikan agenda utama 

perencanaan pembangunan untuk partisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum 

sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang 

diperkirakan akan timbul pada dua tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan 

komitmen dalam menjamin kontinuitas Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan konsistensi program pembangunan 

sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Renstra Bappeda 

juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat 

diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 

menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi Papua. 
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Proses penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan rancangan 

Pembangunan Daerah RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 melalui beberapa tahapan proses 

penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2027 sebagai berikut : 

1. Persiapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Papua; 

2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Provinsi Papua 

3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Provinsi Papua 

4. Perumusan rancangan akhir; dan 

5. Pentetapan Renstra Bappeda Provinsi Papua 

 
 

Gambar 1.1 

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

 

 

            Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017  

 

Dengan disusunnya Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026, maka Bappeda 

Provinsi Papua diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan 

kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian, dan evaluasi kinerja. 

Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan 

daerah dan rencana strategis perangkat daerah. 

 



Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 3 

1.2. Landasan Hukum 

 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026, adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025. 

15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 tentangUraian Tugas dan Fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua; 

16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2024-2026 

 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

 
Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 di susun dengan maksud : 

1. Sebagai penjabaran atas RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan 

tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Papua; 

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Papua 

dalm kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan 

3. Sebagai indikator keberhasilan Bappeda Provinsi Papua dalam melaksanakan pembangunan 

sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam uapaya mewujudkan 

tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Papua. 
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Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah : 

1. Sebagai acuan atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Provinsi Papua sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapian sasaran RPD; 

2. Sebagai pedoman dalam menyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Papua 

setiap tahunnya; 

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda 

Provinsi Papua; dan 

4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Papua 

Tahun 2024-2026 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 8 bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat 

daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan tujuan dan 

sasaran RPD tahun 2024-2026, telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan isu-isu 

strategis. 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 

 Menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 

berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 sebagai 

indikasi keberhasilan Kepala Bappeda dalam memimpin seluruh jajaran dilingkungan 

Bappeda 

 BAB V  STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN  

 Menjelaskan strategi dan a r a h  kebijakan dalam jangka menengah guna 

mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 Menjelaskan program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Provinsi Papua Tahun 

2024-2026 yang diterjemahkan dari strategis dan arah kebijakan agar selaras dengan 

analisis permasalahan dan isu strategis 
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BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,  

 Menjelaskan inifkator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda 

Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-

2026 

BAB VIII  PENUTUP 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Papua selama periode 2018-2023 diperlukan 

sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Tahun 2024-2026 terutama 

untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program, kegiatan dan 

subkegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Bapepda secara efektif dan efisiensi. Gambaran 

pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaiam kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan 

fungsi, sumber daya yang dimiliki. Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode 

sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan 

yang dihadapai dinilai perlu diatasi di masa mendatang 

 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, tentang  Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 

2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Papua, Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang 

penelitian dan pengembangan; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta 

bidang penelitian dan pengembangan; 

3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan; 

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan; 

5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

6. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan 

7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Susunan Organisasi Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 

44 Tahun Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

3. Bidang Perekonomian, membawahi : 

a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Kelautan 

b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 

c. Sub Bidang Dunia Usaha Investasi dan Lembaga Keuangan 

4. Bidang Sosial Budaya, membawahi : 

a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda 

b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan 

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus   

5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi : 

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan 

b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi 

c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya 

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi : 

a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 

b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program 

c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan 

7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, membawahi : 

a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan 

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan 

c. Sub Bidang Kawasan Strategi dan Khusus 

8. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

a. Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup 

b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya  

c. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, 

Kepala Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, inegrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

daerah dan pengembangan wilayah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta 

tugas lainnya yang diberikan Gubernur. 

 

1. Kepala Badan  

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 

Fungsi : 

¶ Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan 

wilayah 

¶ Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan 

pengembangan wilayah 

¶ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan 

pembangunan daerah dan pengembangan wilayah 

¶ Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan 

pengembangan wilayah ; dan 

¶ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

2. Sekretariat 

 Tugas Pokok : 

 Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan 

rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, dan kepegawaian. 

 

Fungsi : 

¶ Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; 

¶ Pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan; 

¶ Pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan; 

¶ Pengeloaan administrasi keuangan Badan; 

¶ Pengelolaan barang milik negara/daeah lingkup Badan; 
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¶ Pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan; 

¶ Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; 

¶ Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, 

kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan; 

¶ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; 

¶ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sekretariat; dan 

¶ Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :  

a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas: 

¶ Menyusun rencana kerja Sub Bagian; 

¶ Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana 

Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/ Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kerja (PK) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

¶ Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan; 

¶ Melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan 

DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan; 

¶ Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistic dan 

informasi profil Badan; 

¶ Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

serta dampak pelaksanaan dan kegiatan Badan; 

¶ melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di 

lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa   

Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan 

triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan 

kedinasan lainnya; 
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¶ melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

¶ melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang dalam rangka 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sub bagian; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas; 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bagian; 

¶ melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan 

naskah dinas lainnya; 

¶ melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah 

dinas sesuai dengan tata naskah dinas; 

¶ menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan 

kenyamanan lingkungan perkantoran; 

¶ menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan; 

¶ menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah 

yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan; 

¶ melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

¶ menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan; 

¶ menyusun jadwal dan pengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan 

acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman 

yang berlaku; 

¶ melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

¶ menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sub bagian; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
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c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas: 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bagian; 

¶ melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan; 

¶ menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan     

peraturan perundang-undangan; 

¶ melaksanakan pengelolaan gaji pegawai; 

¶ meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain: 

1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan  jasa  yang  

disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; 

2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS 

Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

diajukan oleh       bendahara pengeluaran; 

¶ menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan 

kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran; 

¶ membuat register SPP, SPM dan SPJ; 

¶ membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif 

anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar 

realisasi pembayaran kontrak; 

¶ mengarsipkan seluruh dokumen  pembayaran untuk kepentingan 

pengawasan dan pengendalian; 

¶ menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan; 

¶ mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

¶ menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sub bagian; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

3. Bidang Perekonomian 

Bidang perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang 

perekonomian. 

Bidang Perkonomian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

¶ penyusunan rencana kerja Bidang; 

¶ penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan  teknis

 yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

perekonomian; 

¶ penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan  teknis  yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian; 

¶ pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang perekonomian; 

¶ pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang perekonomian; 

¶ pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang 

perekonomian; 

¶ pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator 

kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana 

¶ Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian; 

¶ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

¶ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan  terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang perekonomian  membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pertanian, 

Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral, Perikanan dan Kelautan; Sub Bidang   

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  Pariwisata; dan Sub Bidang Dunia usaha, 

Investasi dan Lembaga Keuangan,  masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala 

Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Kepala Bidang. 

a)  Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan  

Kelautan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 
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¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, 

kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, 

lingkungan  hidup, perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di 

bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan 

kelautan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pertanian, 

kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, 

perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja 

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan 

pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di 

bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan 

kelautan; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan, 

lingkungan hidup, perikanan dan kelautan dengan program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan  

Pemerintah Pusat di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan 

hidup, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan 

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah 
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Pusat untuk prioritas nasional di pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, 

perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang pertanian, kehutanan, 

lingkungan hidup, perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, 

kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub  Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang    Perekonomian. 

b)  Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan  bahan   dan   merumuskan   konsep   kebijakan   

teknis   yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di 

bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan 

dan ESDM; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan  

untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di 

bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perindustrian, 

perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan  bahan yang diperlukan  

untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perindustrian, 

perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan Perangkat 

Daerah Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM 

dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang 

terkait; 
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¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat 

Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang 

perindustrian, perdagangan dan ESDM yang dilaksanakan di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan  

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang perindustrian, 

perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang perindustrian, 

perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, 

perdagangan dan ESDM; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perekonomian. 

c)  Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, 

mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia 

usaha, dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang 

investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan  

untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang 

investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan; 
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¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, 

dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan  koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan

 untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat  Daerah dan RKA SKPD di bidang 

investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat  Daerah Provinsi di bidang investasi, dunia usaha, dan 

lembaga keuangan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah 

Pusat di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan yang 

dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan  

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang investasi, dunia 

usaha dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang investasi, dunia usaha, dan 

lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan  pengumpulan,  pengolahan, dan penyajian data

 yang  berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perekonomian. 
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4. Bidang Sosial Budaya 

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial 

Budaya. 

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : 

¶ penyusunan rencana kerja Bidang; 

¶ penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis 

yang  berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial 

budaya; 

¶ penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya; 

¶ pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial budaya; 

¶ pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang sosial budaya; 

¶ pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah  dan  RKA 

SKPD di bidang sosial budaya; 

¶ pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja 

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial 

budaya; 

¶ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

¶ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang sosial budaya membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan, 

kebudayaan, olahraga dan pemuda; Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan 

Kependudukan;  dan Sub Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kerjasama Mitra 
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Pembangunan. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

a. Sub Bidan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda,   

mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis 

yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, 

kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang 

pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang 

pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dan RKA SKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, 

olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di 

bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi di pendidikan, pariwisata, kebudayaan, 

olahraga dan pemuda dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah 

Pusat di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan 

pemuda yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
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¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana 

untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat 

guna prioritas nasional di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, 

olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan 

pembangunan Daerah di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, 

olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sosial Budaya. 

b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis 

yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang 

kesehatan, sosial dan kependudukan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan 

kependudukan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang 

kesehatan, sosial dan kependudukan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kesehatan, sosial dan 

kependudukan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, sosial dan 

kependudukan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 
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dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, 

sosial dan kependudukan; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi di bidang kesehatan, sosial dan 

kependudukan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di 

bidang kesehatan, sosial dan kependudukan yang dilaksanakan di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan 

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang kesehatan, 

sosial dan kependudukan; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan 

kependudukan; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial 

dan kependudukan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub  Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang  Sosial Budaya. 

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, mempunyai tugas: 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan 

dan otonomi khusus; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan 

otonomi khusus; 
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¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang 

pemerintahan dan otonomi khusus; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang 

pemerintahan dan otonomi khusus; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pemerintahan dan 

otonomi khusus; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam 

rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang 

pemerintahan dan otonomi khusus; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi di bidang dengan program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait pemerintahan dan 

otonomi khusus; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan  

Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan dan otonomi khusus yang 

dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan 

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang pemerintahan 

dan otonomi khusus; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan     pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan 

otonomi khusus; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang  

pemerintahan dan otonomi khusus; 
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¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub   Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang   Sosial Budaya. 

 

5. Bidang Fisik dan Prasarana 

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di 

Fisik dan Prasarana. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : 

¶ penyusunan rencana kerja Bidang; 

¶ penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan 

prasarana; 

¶ penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan 

perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana; 

¶ pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang fisik dan prasarana; 

¶ pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang fisik dan 

prasarana; 

¶ pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah  dan  RKA 

SKPD di bidang fisik dan prasarana; 

¶ pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja 

program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang fisik dan 

prasarana; 

¶ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 

¶ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan  

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Fisik dan Prasarana membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber 

Daya Alam dan Pengairan; Sub bidang perhubungan dan Telekomunikasi; dan Sub 

Bidang  Bina Marga dan Ciptakarya. 

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya 

alam dan pengairan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan  perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam 

dan pengairan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di 

bidang sumber daya alam dan pengairan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di  bidang  

sumber  daya alam dan pengairan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam 

rangka      analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sumber daya alam dan 

pengairan; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang 

sumber daya alam dan pengairan; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi di bidang sumber daya alam dan pengairan; 

dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang 

terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah 

Pusat di bidang sumber daya alam dan pengairan yang dilaksanakan di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
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¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunann 

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya 

alam dan pengairan; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya 

alam dan pengairan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. 

 

b. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan 

dan telekomunikasi; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan 

telekomunikasi; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan   konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan 

dan telekomunikasi; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perhubungan dan 

telekomunikasi; 

¶ melaksanakan koordinasi  dan  penyiapan  bahan  yang  diperlukan  

untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perhubungan 

dan telekomunikasi; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang 
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perhubungan dan telekomunikasi; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat  Daerah Provinsi di bidang perhubungan dan 

telekomunikasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat  Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah 

Pusat di bidang perhubungan dan telekomunikasi yang dilaksanakan di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan 

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang perhubungan 

dan telekomunikasi; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang perhubungan dan 

telekomunikasi; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan 

dan telekomunikasi; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. 

c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga 

dan cipta karya; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta 

karya; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan     konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang bina marga dan 

cipta karya; 
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¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk        Musrenbang RPJPD,  RPJMD,  dan RKPD di bidang  bina marga 

dan cipta karya; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk     analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang bina marga dan cipta 

karya; 

¶ melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program 

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di 

bidang bina marga dan cipta karya; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang bina marga dan 

cipta karya dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lainnya yang terkait; 

¶ melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan 

Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah 

Pusat di bidang bina marga dan cipta karya yang dilaksanakan di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

¶ melaksanakan penyiapan  bahan  dan  koordinasi  penyusunan  

rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang bina marga 

dan cipta karya; 

¶ melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan Daerah di bidang bina marga dan cipta 

karya; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga 

dan cipta karya; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. 
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6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan 

fungsi: 

¶ penyusunan rencana kerja Bidang; 

¶ penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi; 

¶ penyiapan bahan dan perumusan monitoring, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; 

¶ pelaksanaan analisi dan penyajian data dan informasi pembangunan 

¶ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan 

¶ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang 

Pengendalian Administrasi Program; Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan Sub 

Bidang Pelaporan dan Pembangunan. 

a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan monitoring dan evaluasi; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan monitoring dan evaluasi; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan 

prosesdur monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian monitoring dan 

evaluasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan data pembangunan 

sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan 

daerah; 
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¶ melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan 

secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk menjadi bahan 

penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya; 

¶ melaksanakan pengelolaan atas hasil evaluasi sebagai bahan penyiapan 

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah oleh unit kerja terkait; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan pengendalian administrasi program; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan pengendalian administrasi program; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan 

prosedur pengendalian administrasi program pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian pengendalian 

administrasi program atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah; 

¶ melaksanakan pengendalian administrasi program melalui supervisi dan 

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar  program 

dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan pengendalian administrasi program; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 
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¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan 

sistem dan prosedur pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaporan 

atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan 

hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik; 

¶ melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui 

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

 

7. Bidang Perencanan dan Pengembangan Kawasan 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan 

pembangunan di Perencanaan dan Pengembangan Kawasan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Kawasan, mempunyai fungsi: 

¶ Penyusunan rencana kerja bidang; 

¶ Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenan dengan 

perencanaan dan pengembangan kawasan; 

¶ Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang bekenan dengan perencanaan 

dan pengembangan kawasan; 

¶ Pelaksanaan koordinasi yang berkenan dengan analisis pengembangan kasawasan; 
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¶ Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan 

pengembangan kawasan; 

¶ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan  

¶ Pelaksanaan fungsi kedinanan lainnya yang diberikan Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu 

Sub Bidang Perencanaan Kawasan; Sub Bidang Pengembangan Kawasan; dan Sub 

Bidang Kawasan Strategi dan Khusus. 

a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan perencanaan kawasan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan perencanaan kawasan; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan, analisis dan perumusan kerangka 

makro ekonomi daerah melalui pendekatan holistik dan integratif; 

¶ melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan 

berkenaan dengan perencanaan kawasan untuk pengembangan model 

kewilayahan dan konektivitas daerah; 

¶ melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan 

kawasan untuk pengembangan model kewilayahan dan konektivitas 

daerah secara holistik dan integratif; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral 

dengan perencanaan kawasan secara holistik dan integratif; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenaan dengan perencanaan kawasan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan. 

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan pengembangan kawasan; 
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¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan pengembangan kawasan; 

¶ melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan 

berkenaan dengan pengembangan kawasan dalam rangka 

pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah; 

¶ melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pengembangan 

kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan 

konektivitas daerah secara holistik dan integratif; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral 

dengan pengembangan kawasan secara holistic dan integratif 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang  

berkenaan dengan pengembangan kawasan; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan. 

c. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan kawasan strategis dan khusus; 

¶ melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan 

dengan kawasan strategis dan khusus dalam rangka pengembangan model 

kewilayahan dan konektivitas daerah; 

¶ melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan kawasan strategis dan khusus dalam rangka 

pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara 

holistic dan integaratif; 

¶ melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan 

sektoral dengan perencanaan pembangunan kawasan strategis dan 

khusus secara holistik dan integratif; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang 

berkenan dengan kawasan strategis dan khusus; 
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¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Sub Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang  Perencanaan dan Pengembangan Kawasan. 

 

8. Bidang Penelitian dan Pengembangan  

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang 

berkenaan dengan bidang penelitian dan pengembangan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan 

fungsi: 

¶ Penyusunan rencana kerja bidang; 

¶ Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, 

pemerintahan, sosial budaya dan IPTEK; 

¶ Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian 

dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial 

budaya dan IPTEK; 

¶ Pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan teknis yang berkenaan dengan 

penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, 

pemerintahan, social budaya dan IPTEK; 

¶ Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 

¶ Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial 

budaya dan IPTEK; 

¶ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; 

¶ Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub 

Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup; Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan 

Budaya; dan Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

a. Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas: 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 
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¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah 

dan infrastruktur yang meliputi investasi, keuangan dan asset, pangan, 

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, 

lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, 

perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan 

serta komunikasi dan informatika; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber 

daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan 

infrastruktur; 

¶ menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan  

penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam 

dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan 

infrastruktur; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta 

pengembangan  wilayah dan infrastruktur; 

¶ menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan bidang eknomi, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur; 

¶ Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah 

dan infrastruktur; 

¶ melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang 

berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah 

dan infrastruktur; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub  Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 
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b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas : 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, 

sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik yang meliputi 

penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, pemerintahan 

kampung, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, serta 

ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, sosial, 

pendidikan, kesehatan; 

¶ pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, pariwisata, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 

masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, tenaga kerja, 

kebudayaan, hak asasi manusia, aparatur serta peningkatan pelayanan 

publik berkenaan dengan jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, 

sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik; 

¶ menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan  

penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan 

budaya serta aparatur dan pelayanan publik; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan 

pelayanan publik; 

¶ menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya 

serta aparatur dan pelayanan publik; 

¶ melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan 

publik; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub  Bidang; dan 
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¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

c. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas: 

¶ menyusun rencana kerja Sub Bidang; 

¶ menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang 

berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang teknologi, inovasi 

serta pendataan dan informasi yang meliputi perekayasaan teknologi, 

inovasi, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan 

invensi dalam rangka difusi inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, 

pengelolaan data penelitian dan pengembangan serta diseminasi informasi 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan 

dengan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi 

serta pendataan dan informasi; 

¶ menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan 

dan informasi; 

¶ menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi; 

¶ menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta 

pendataan dan informasi; 

¶ melaksanakan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data yang berkenaan dengan penelitian dan 

pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan 

informasi; 

¶ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub  Bidang; dan 

¶ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

¶ penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta 

pendataan dan informasi; 
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9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data dan Analisis Pembangunan 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Papua, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. UPTB dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan. 

Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalistbang) Papua mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan tugas teknis badan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa 

data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah. 

Fungsi Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, sebagai berikut : 

¶ Perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan 

pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah. 

¶ Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial 

pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik. 

¶ Penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi 

pembangunan daerah. 

¶ Penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah. 

¶ Pengelolaan urusan ketatausahaan. 

 

UPTB Pusdalisbang  terdiri dari 3 Sub Bagian/ Seksi: 

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, 

penyusunan program dan pelaporan 

b. Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas pokok 

merumuskan dan melaksanakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, 

analisa evaluasi dan pelaporan data dan informasi perencanaan pembangunan 

daerah 

c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan 

publikasi hasil analisa data pembangunan, pengelola sarana sistem informasi dan 

infrastruktur jaringan informatika BAPPEDA dan menyuelenggarakan layanan 

penyediaan data dan informasi publik 

Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB-

Pusdalisbang. 
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10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. 

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang 

ditetapkan oleh Gubernur. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokarasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional 

Perencana, Tuagas jabatan Fungsional Perencana adalah Menyiapkan,, mengkaji, 

merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansu pemerintah 

secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan 
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Gambar 2.1  
Bagan dan Struktur BAPPEDA  Provinsi Papua Tahun 2023 
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2.2.  Sumber Daya Bappeda Provinsi Papua 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, 

aset, maupun Modal, berikut uriaian singkat tentang sumber daya yang dimiliki  bappeda Provinsi 

Papua sampai dengan Desember Tahun 2023 

 

2.2.1  Sumber Daya Manusia 

 

Berdasarkan data subbagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2023, 

distribusi pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut jenis kelamin sebanyak 169 orang terdiri dari 

Laki-laki sebanyak 94 orang atau  56% dan 75 orang wanita atau 44% 

 

Gambar 2.2 

Distribusi Pegawai menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 

 

 

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 

 

 

Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur 

 

Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut kelompok umur sampai dengan bulan 

Desember Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3, berikut ini : 
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Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut kelompok umur 

sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dari 169 orang paling banyak berada di kelompok 

umur lebih dari 50 Tahun, yaitu 61 orang, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah 

kelompok umur di bawah 25-30 tahun, yaitu hanya sebesar 3 orang, gambar 2.3 di bawah 

menunjukkan bahawa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat 10 pegawai yang akan pensiun. 

Hal ini harus segera di antisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis 

beban kerja Bappeda Provinsi Papua 

 

Distribusi Pegawaian Menurut Tingkat Pendidikan 

Distribusi pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut tingkat pendidikan dari 169 orang 

menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke 

atas dengan porporsi S1 sebanyak 79 orang atau 47%, S2 sebanyak 45 orang atau  27%, SLTA 

sebanyak 33 orang atau 20%, sedangkan untuk S3, D3 dan D4 sebanyak 4 orang atau 2% 

 

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 
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Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 

 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

 

Tabel 2.1 

Kondisi Pegawai Bappeda Provinsi Papua  

Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023 

No Unit 
Eselon 

II III IV 

1. Kepala  1 - - 

2. Sekretariat - 1 3 

3. Bidang Perekonomian - - 3 

4. Bidang Sosial Budaya - 1 3 

5. Bidang Fisik Prasarana - 1 3 

6. Bidang Pengendalian dan  Evaluasi  - 1 3 

7. Bidang Perencanaan & 
Pengembangan Kawasan 

- 1 3 

8. Bidang Penelitian dan 
Pengembangan 

- 1 3 

9 . UPTD ï Pusdalisbang - 1 3 

Jumlah 1 7 24 
Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 

 

Berdasarkan kondisi kepegawaian per 1 Januari 2023 jumlah jabatam struktural pada Bappeda 

Provinsi Papua menunjukkan sebanyak 32 orang, dengan 1 jabatan eselon III masih kosong yaitu 

bidang perekonomian 
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Tabel 2.2.  
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu 

 

No Kelompok 
Ahli 

Pertama Muda Madya Utama 

1 Fungsional Perencana 1 5 5 - 

2 Fungsional Peneliti 1 1 2 - 

Jumlah 2 6 7 - 

Sumber  : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 

 
 

Berdasarkan kondisi kepegawaian per 1 Januari 2023, jumlah pejabat fungsional pada Bappeda 

Provinsi Papua sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi Fungsional Perencana sebanyak 11 

orang dan Fungsional Peneliti sebanyak 4 orang 

 

2.2.2  Kondisi Sarana Prasarana 

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja 

organisasi. Lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah provinsi papua dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 
Kondisi Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua 

Tahun 2019-2023 
 

No Jenis Aset Jumlah Unit 
Kondisi 

Baik (unit) 
Kondisi Risak 

(Unit) 

1 Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 1 - 

2 Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 2 2 - 

3 Kompurter (PC) 19 19 - 

4 Laptop/Notebook 54 54 - 

5 Printer 18 18 - 

6 Scanner 4 4 - 

7 LCD Projector (Infocus) 2 2 - 

8 AC Split 24 24 - 

0 Televisi 5 5 - 

10 Camera Video (CCTV) 3 3 - 

11 Microphone 21 21 - 

12 Kursi Biasa 2 2 - 

13 Sofa 3 3 - 

14 Lemari Es 3 3 - 

15 Lemari Penyimpanan 1 1 - 

16 Hardisk 1 1 - 

17 Keyboard 2 2 - 

18 Lemari Arsip untuk arsip dinamis 7 7 - 

19 Unintemuptible p.s. (UPS) 2 2 - 
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No Jenis Aset Jumlah Unit 
Kondisi 

Baik (unit) 
Kondisi Risak 

(Unit) 

20 Power Amplifier 1 1 - 

21 Chairman/Audi Coference 2 2 - 

22 Alat stuio lainnya 1 1 - 

23 Power supplay 2 2 - 

24 Loudspeaker 6 6 - 

25 Wireless Amplifier/Data Trabs, sys 3 3 - 

26 Mixer 1 1 - 

27 Anti  Dust & Tonix Fume Reep 1 1 - 
 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023 
 

 

2.2.3 Instrumen Pendukung 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat 

untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan. Dalam konteks 

pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Papua membangun beberapa system 

informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam meningkatkan kapasitas sebagai institusi 

perencanaan didaerah maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Sistem 

informasi yang dibangun tersebut adalah : 

1) Website Bappeda 

Website Bappeda Provinsi Papua ini memiliki beberapa menu yakni home, profil yang 

berisikan visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, pemerintahan, 

berita, pengumuman dokumen perencanaan dan video. Dimana menu-menu ini dapat diakses 

langsung oleh publik. 

Tampilan website Bappeda Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut : 

 



Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 45 

Gambar 2.5 

Tampilan Website Bappeda Tahun 2023 

 

2) Instagram Bappeda 

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Bappeda Provinsi Papua 

juga memanfaatkan Instagram dengan akun  https://instagram.com/bappedapapua?igshid= 

MzRIODBiNWFIZA==. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan 

informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Bappeda serta informasi-informasi umum lainnya. 

Profil Instagram Bappeda Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 2.6 

Tampilan Profil Instragram Bappeda Provinsi Papua 
 

 

https://instagram.com/bappedapapua?igshid=%20MzRIODBiNWFIZA
https://instagram.com/bappedapapua?igshid=%20MzRIODBiNWFIZA
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2.3.  Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan daerah 

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran 

indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan 

untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat 

terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian 

kinerja. 

Bappeda Provinsi Papua berperan penting dalam urusan pemerintahan fungsi penjunjang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Bapperda Provinsi Papua merupakan salah 

satu perangkat daerah yang berperan penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan baik 

jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahun (RKPD). Dokumen-

dokumen tersebut menjadi acuan perangkat daerah melaksanakan tugas, Bappeda 

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembang 

pemantauan, evalaan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian 

dan pengembangan; pembinaan dan pelaksanaan tugas perencana di bidang perencanaan dan 

evaluasi pembangunan, pemerintahan dan sosial budaya, perencanaan wilayah, ekonomi dan 

sumber daya alam, penelitian dan pengembangan; pemantuan, evaluasi dan pelaporan bidang 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya yang dijabarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 

dan keselarasan tujuan pembangunan dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 maka 

pencapaian kinerja yang dilaksanakan adalah mengacu pada pelaksanaan kinerja pelayanan 

yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2023), dapat dilihat dalam 

Tabel 2.4 
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Tabel 2.4 (T-C.23) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Papua 

 

No 
Indikator Kinerja sesuai 

tugas dan fungsi 
Satuan 

Target Target Renstra Bappeda Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

NSPK IKK 

Indik
ator 
Lain-
nya 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 
Tingkat Konsistensi 
RKPD terhadap RPJMD 

persen NA 100 NA 80 85 90 95 100 80 80 75 80 112 100 94 83,3 84,2 98 

2 
Tingkat capaian realisasi 
program-program Otsus 
yang direncanakan 

persen NA 85 NA 90 NA 95 98 100 NA NA 97,80 97,80 80.78 NA NA 102,85 99,79 80,78 

3 

Cakupan LPPD 
kabupaten/kota yang 
berpredikat Sangat 
Tinggi 

Jumlah 
kab/kot

a 
NA 12 NA 12 14 16 18 20 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 
Penjabaran konsistensi 
program RPJPM ke 
dalam RKPD 

persen NA 100 NA 90 85 90 95 100 90 83 75 80 95 100 93 83,3 100 100 

5 
Penjabaran konsistensi 
program RKPD ke dalam 
APBD 

persen NA 100 NA 80 85 90 95 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

6 
Cakupan fasilitasi 
asistensi Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

persen NA 100 NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 
Tingkat keterwakilan 
stakeholder dalam 
Musrenbangda Provinsi 

persen NA 100 NA 93,1 96,55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 
Rencana kerja 
pemerintah Daerah 
(RKPD) tepat waktu 

Tepat/ 
tidak 
tepat  

NA Ya NA Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

9 
Penyusunan LKPJ tepat 
waktu 

Tepat/ 
tidak 
tepat 

NA Ya NA Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

10 
Cakupan evaluasi 
RPJMD Kabupaten/Kota 
se Papua 

Persen NA 100 NA 100 100 100 100 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

11 
Cakupan Evaluasi RKPD 
Kabupaten/Kota se 
Papua 

Persen  NA 100 NA 80 85 90 95 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

12 
Cakupan ketersediaan 
analisis data informasi 

persen NA 80 NA 85 85 90 90 90 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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No 
Indikator Kinerja sesuai 

tugas dan fungsi 
Satuan 

Target Target Renstra Bappeda Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

NSPK IKK 

Indik
ator 
Lain-
nya 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

capaian target kinerja 
program dan kegiatan  

13 

Cakupan hasil kajian 
yang dijadikan sebagai 
pengambilan keputusan 
kebijakan ekonomi 

Persen  NA 85 NA 85 85 90 90 90 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

14 
Persentase ketercapaian 
sasaran pembangunan 
bidang ekonomi 

Persen NA 25,00 NA 25,00 35,36 50.00 70,71 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

15 
Persentase ketercapaian 
sasaran pembangunan 
bidang sosbud 

Persen NA 25,00 NA 25,00 35,36 50.00 70,71 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

16 
Persentase ketercapaian 
sasaran pembangunan 
bidang fispra 

Persen NA 25,00 NA 25,00 35,36 50.00 70,71 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

17 

Jumlah kemitraan yang 
dilaksanakan untuk 
peningkatan 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Jumlah NA 4 NA 4 4 4 4 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

18 

Cakupan ketersediaan 
dokumen perencanaan 
tata ruang mandatoris 
yang telah ditetapkan 

persen NA 60 NA 60 70 80 90 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

19 

Persentase 
implementasi 
perencanaan 
pengembangan wilayah 
strategis dan cepat 
tumbuh 

Jumlah NA 30 NA 30 50 70 100 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

20 

Jumlah hasil kelitbanan 
yang terpilih untuk 
mendukung kebijakan 
pembangunan daerah 

Jenis 
per 

tahun 
NA 10 NA 5 5 8 8 10 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

21 

Tingkat pemanfaatan 
teknologi informasi 
dalam mendukung 
penguatan sistem 
inovasi derah 

persen NA 60 NA 40 45 50 55 60 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Tabel 2.5 (T-C.24) 

Target Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 
Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019-2023 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah  

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan Bappeda. Sedangkan peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor 

eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Bappeda dalam tiga tahun. Dengan 

memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda dapat 

membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan 

manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan 

kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap 

lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan 

baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk 

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Papua. 

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan 

pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral 

sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, 

mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan 

partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan 

pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. 

Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Provinsi Papua menjadi provinsi induk dari 

beberapa provinsi pemekaran di wilayah Papua. Hal akan mengakibatkan pergeseran aktivitas 

ekonomi dari Provinsi Papua ke provinsi pemekaran lainnya, namun disisi lain pembagian alokasi 

anggaran menjadi lebih kecil karena pembagian ke provinsi pemekaran namun beban 

pemerintahan belum sepenuhnya terbagi ke provinsi pemekaran, diantara ASN dan aset 

pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Provinsi Papua 3 

(tiga) tahun kedepan. 

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak 

terhadap pembangunan provinsi, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. 

Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat luas, 

terutama dengan ada kewenangan otonomi khusus. Oleh karena itu kinerja pembangunan 

dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat luas. 

Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ri nantinya akan lebih 

komprehensif, tidak hanya pemeriksaan terhadap laporan keuangan, akan tetapi juha terhadap 

kinerja pembangunan. 
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Berdasarkan pertimbangan lingkungan strategis di atas, tantangan yang dihadapi oleh 

Bappeda antara lain : 

1. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, dengan berbagai perubahan 

dalam implementasi untuk provinsi dan kabupaten/kota. 

2. Kekayaan sumber daya alam Papua yang potensial, namun tingkat kemiskinan masyarakat 

masih cukup tinggi. 

3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada Tingkat Daerah maupun 

Nasional. 

4. Audit yang komprehensif baik dari BPK RI maupun pengawasan internal pemerintah daerah 

dan pusat. 

 

Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan pembangunan di Provinsi 

papua, tetapi lingkungan strategis Provinsi Papua juga menawarkan peluang, antara lain : 

1. Dengan adanya pemekaran provinsi, wilayah provinsi Papua menjadi lebih kecil, hal ini 

memudahkan pengendalian pembangunan. Pemekaran juga berdampak pada meningkatnya 

berbagai indikator pembangunan Provinsi Papua, karena sebagain besar wilayah Provinsi 

Papua saat ini relatif lebih mudah akses dibandingkan dengan wilayah provinsi Papua 

sebelum pemekaran. 

2. Kewenangan otonomi khusus yang dilaksanakan di Provinsi Papua memberikan kesempatan 

untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kontekstual di Papua. 

3. Kapasitas ASN di Pemerintah Provinsi Papua yang cukup memadai 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

3.1.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan 

perangkat Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), maka satuan kerja perangkat daerah penyusunan  

perencanaan harus berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan 

proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses 

partisipatif dan proses bottom up dan top down. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak dapat menampung 

aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Usulan yang 

disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan hanyalah 

sebuah formalitas dari proses-proses perencanaan guna kelengkapan dokumen 

perencanaan yang disusun. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-

2026, masih terdapat isu dan permasalahan pembangunan di Provinsi Papua yang harus 

diperbaiki dalam periode ini. Diantaranya adalah masih rendahnya kinerja capaian 

berbagai indikator sasaran pembangunan daerah dalam berbagai bidang, baik pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. 

Demikian juga dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua yang 

masih membutuhkan perbaikan dalam tata kelola perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengendalian sehingga dapat memberikan berbagai output, outcome 

dan impact pembangunan yang signifikan bagi masyarakat di Provinsi Papua, khususnya 

Orang Asli Papua. 

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas, maka permasalahan pokok yang 

dihadapi Bappeda Provinsi Papua  adalah ñBelum efektifnya pencapaian sasaran 

pembangunan daerahò. Permasalahan pokok tersebut dapat dipetakan menjadi rumusan 

masalah dan akar masalah sebagai berikut : 

1. Belum konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah 

a. Masih rendahnya kualitas proses (tahapan) penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 
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b. Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD 

c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 

d. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan secara 

sistematis, terintegrasi dan akurat 

2. Masih rendahnya implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai 

masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah 

a. Belum selarasnya desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan 

pembangunan terkini 

b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan   

c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung 

perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan 

3. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappeda 

a. Alokasi pegawai pada masing-masing bidang/UPT belum sesuai Analisis beban 

Kerja (ABK) 

b. Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang perencanaan 

c. Belum optimalnya mekanisme kerja antara bidang/unit 

d. Belum memadainya sarana & prasarana pekerjaan 

Dari seluruh permasalahan diatas maka seusai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2022-

2026 dalam pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan dapat kami sampaikan pada tabel berikut ini 

 

Tabel 3.1 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  

dan Sasaran Pembangunan Daerah 
 

No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 

1. 
 

Belum efektifnya 
pencapaian sasaran 
pembangunan daerah  
 
 

Belum konsistennya 
implementasi sistem 
perencanaan 
pembangunan daerah 
 

Masih rendahnya kualitas proses 
(tahapan) penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 

Belum optimalnya pembinaan 
terhadap OPD 

Belum optimalnya pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah 

Belum optimalnya pengelolaan data 
dan informasi pembangunan 
secara sistematis, terintegrasi dan 
akurat  

Masih rendahnya  
implementasi penelitian 

Belum selarasnya desain penelitian 
dan pengembangan dengan 
kebutuhan pembangunan terkini 
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No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 

dan pengembangan 
daerah sebagai masukan 
perencanaan 
pembangunan dan 
inovasi daerah 

Masih rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam penelitian dan 
pengembangan   

Belum optimalnya pemanfaatan 
hasil-hasil penelitian untuk 
mendukung perumusan kebijakan 
dan masukan dalam perencanaan 
pembangunan 

Belum optimalnya 
pelayanan dan 
akuntabilitas kinerja 
Bappeda 

Alokasi pegawai pada masing-masing 
bidang/UPT belum sesuai Analisis 
beban Kerja (ABK) 

Masih rendahnya kompetensi 
sebagian pegawai di bidang 
perencanaan 

Belum optimalnya mekanisme kerja 
antara bidang/unit 

Belum memadainya sarana & 
prasarana pekerjaan 

 

3.1.2.  Telaahan terhadap Dokumen Lainnya 

3.1.2.1. Telaahan Renstra Kementerian 

Menelaah Renstra K/L ditunjukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi 

dan sinergritas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi 

Kementerian Bappenas menetapkan empat sasaran strategis dalam rangka mencapai 

tujuan yaitu : 

 

Tabel 3.2  

Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah 

Visi/Misi/Tujuan Sasaran  

Kementerian PPN/Bappenas 

Tujuan RPD sesuai 

dengan Perangkat Daerah 

Tujuan Renstra sesuai 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Visi : 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

yang berkualitas dan kredibel untuk 

menwujudkan Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan 

berkepribaddian berdasarkan gotong 

royong 

  

Misi : 

1. Menyelenggarakan perencanaan 
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Visi/Misi/Tujuan Sasaran  

Kementerian PPN/Bappenas 

Tujuan RPD sesuai 

dengan Perangkat Daerah 

Tujuan Renstra sesuai 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

yang mampu mengarahkan 

pelaksanaan 

2. Menguatkan kapasitas 

kelembagaan perencana 

Pembangunan yang efektif dan 

efisien 

Tujuan : 

1. Mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berorientasi 

hasil dan mempercepat kemajuan 

Indonesia 

2. Mewujudkan daya tanggap dan 

inovasi pembangunan yang inklusif 

dan berkelanjutan 

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan 

perencanaan yang berkualitas, 

akuntabel, efektif dan efisien 

Tujuan :  

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik 

 

Tujuan :  

1. Meningkatkan efektifitas 

pencapaian sasaran 

Pembangunan daerah 

2. Meningkatkan 

implementasi penelitian 

dan pengembangan 

daerah sebagai 

masukanperencanaan 

Pembangunan dan inovasi 

daeran 

Sasaran : 

1. Terwujudnya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi 

perencanaan pembangunan 

nasional 

2. Terwujudnya efektifitas 

pengendalian pembangunan 

nasional 

3. Terwujudnya kebijakan 

pembangunan nasional yang 

visioner 

4. Terwujudnya kinerja Kementerian 

PPN/Bappenas yang bersih, 

akuntabel, dan professional dan 

didukung oleh kapabilitas SDM 

Sasaran : 

1. Meningkatnya 

akuntabilitas birokrasi 

otonomi khusus Papua 

2. Meningkatnya 

transparansi 

penggunaan dana 

otonomi khusus Papua 

3. Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Sasaran : 

1. Tercapainya sasaran 

RPJMD 

2. Tercapainya sasaran 

Renstra OPD 

3. Meningkatnya 

konsistensi 

perencanan tahunan 

dengan perencanaan 

jangka menengah 

4. Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Bappeda 

5. Meningkatnya 

kuantitas dan kualitas 

inovasi daerah 
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Dari empat sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan pelayanan Bappeda Provinsi adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu 

Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan 

nasional dan Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada 

Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan 

nasional, ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan 

Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi 

perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Sinergitas tersebut tercermin dari 

keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), 

Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), proyek prioritas dalam RKP serta 

keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional. 

Selanjutnya, Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional diukur 

dengan indikator Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional yang dalam 

pengukurannya meliputi dua aspek yaitu aspek kinerja pengendalian pembangunan 

pusat, dan kinerja pengendalian pembangunan daerah. Pengendalian daerah 

dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target 

pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional. 

 

3.1.2.2. Telaahan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 

Tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan 

pokok masalah dan permasalahan, serta isu strategis yang telah ditetapkan 

 

Tabel 3.3 

Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu 

Strategi Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 

 
Misi RPJPD Provinsi 
Papua Tahun 2005 - 

2025 

Agenda Pembangunan 
RPJMN 

Isu Strategis Provinsi 
Papua Tahun 2023 - 

2026 

Tujuan RPD Provinsi 
Papua Tahun 2024 - 

2026 

Mewujudkan 
kemandirian sosial 

Meningkatkan Sumber 
Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya 
Saing  

Peningkatan Sumber 
Daya Manusia 
(Pendidikan, Kesehatan 
dan Gizi) 

Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia Papua 
yang Mandiri, Sejahtera, 
dan Berdaya Saing 

Mewujudkan 
kemandirian budaya 

Revolusi Mental dan 
Pembangunan 
Kebudayaan   

Mewujudkan 
kemandirian politik 

Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 
Publik  

Kualitas Reformasi 
Birokrasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik  

Terwujudnya Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 
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Misi RPJPD Provinsi 
Papua Tahun 2005 - 

2025 

Agenda Pembangunan 
RPJMN 

Isu Strategis Provinsi 
Papua Tahun 2023 - 

2026 

Tujuan RPD Provinsi 
Papua Tahun 2024 - 

2026 

Pemantapan Rasa 
Aman dan Suasana 
Demokrasi yang 
Kondusif sebagai 
Landasan Utama 
Pembangunan 

Mewujudkan 
kemandirian ekonomi 
dan pengembangan 
wilayah 

Memperkuat 
Infrastruktur untuk 
Mendukung 
Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan 
Dasar  

Pengurangan 
Kesenjangan, 
Peningkatan 
Pemerataan 
Pembangunan dan 
Konektivitas antar 
Wilayah dan Kabupaten 

Percepatan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 
Infrastruktur Daerah 
Guna Menopang 
Pengembangan Wilayah 
Serta Akses Pada 
Layanan Dasar dan 
Pasar 

Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana, 
dan Perubahan Iklim  

Lingkungan Hidup, 
Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Iklim  

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 
Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan 
Berkeadilan 

Pertumbuhan Ekonomi 
yang Merata dan 
berbasis Komoditas dan 
Karakteristik Lokal 
didukung oleh 
Pembangunan 
Infrastruktur 

Terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif, 
berkeadilan, 
berkelanjutan, dan 
mandiri berbasis 
kampung 

Mewujudkan 
kemandirian 
masyarakat asli papua 

Mengembangkan 
Wilayah untuk 
Mengurangi 
Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan  

 

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 

merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka 

panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi 

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Provinsi Papua  tahun 

2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. 

Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 

2024-2026 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran, yaitu: 

Tujuan 1 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis 

kampung, dengan sasaran : 

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi 

2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian 

pangan 

3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada 

pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan 
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4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim 

6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan 

7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah 

komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi 

8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan 

pendapatan 

9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah 

Tujuan 2 Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna 

Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, 

dengan sasaran : 

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten 

2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun 

aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah 

3. Peningkatan aksesbilitas transportasi antar moda dalam mendukung 

pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah 

4. Menyiapkan Papua gerbang eksport 

5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman 

6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan 

7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah 

Tujuan 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya 

Saing, dengan sasaran : 

1. Meningkatnya tingkat pendidikan Masyarakat 

2. Meningkatnya tingkat pendapatan Masyarakat 

3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat 

Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran : 

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua 

2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

 

3.1.2.3. Telaahan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua  (RIPPP) 2022-2042 

Visi dan Mlsl Percepatan Pembanguaan Papua Dewasa ini, perkembangan isu dan 

tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan Papua perlu dilandasi visi, misi, dan 
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langkah-langkah yang bersifat percepatan ke depan. Adapun alur pikir percepatan 

pembangunan Papua ke depan sebagai berikut.  

Visi : Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.  

(1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta 

membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.  

(2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi 

unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan ma.mpu bekerja sama, menuju Papua 

Cerdas.  

(3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi 

ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif. 

 
Sasaran : 

(1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.  

(2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi 

seluruh penduduk 

(3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta 

mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.  

 

Dimensl Pembangunan : 

(1) Papua Sehat  

a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;  

b)  Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh 

fasilitas kesehatan; dan  

c) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh. 

(2)  Papua Cerdas  

a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;  

b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;  

c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan  

d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan 

hidup 

(3)  Papua Produktiff 

a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;  

b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan 

global; 

c) Sumber daya alam yang berkelanjutan; 
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d) Ekonomi lokal; dan 

e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah 

 

Kondlsi Perlu : 

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, 

berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta 

mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka 

dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran 

pembangunan. Arah kebijakan dan strategi terkait kondisi perlu adalah sebagai berikut: 

(1) Infrastruktur dasar dan konektivitas 

(2) Lingkungan Hidup 

(3) Tata kelola Pembangunan 

(4) Tanah Adat/Ulayat, kebudayaan dan harmoni sosial 

Kondisi perlu RIPPP yang harus menjadi perhatian Bappeda Provinsi Papua adalah Tata 

Kelola Pembangunan, khususnya pada kebijakan dan strategi sebagai berikut : 

(1) Mendorong terwujudnya penataan daerah, melalui strategi:  

a) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan  

b) Menyusun desain besar penataan daerah.  

(2) Membangun kelembagaan blrokrasi yang efektlf daa inklusif, melalui strategi:  

a) Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan 

pengelolaan otonomi khusus;  

b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance); 

dan  

c) Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. 

(3) Meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partlslpasl masyaraknt dalam 

pembangunan, melalui strategi:  

a) Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan 

komunikasi publik;  

b) Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua 

(OAP); dan  

c) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu 

 
3.1.2.4. Telaah Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

Dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Nasional  Tahun 2022-

2024 mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari  hasil  

penelitian,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  ilmu pengetahuan   dan   teknologi   

dan   berkontribusi   dalam   peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan 

kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim; 

2. Terwujudnya sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi yang 

unggul dan kompetitif; 

3. Terwujudnya  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional 

yang baik dan bersih. 

 

Untuk mencapai tujuan pertama, arah kebijakan yang diambil yaitu Peningkatan 

Kontribusi BRIN terhadap daya saing bangsa, peningkatan kualitas lingkungan hidup 

dan ketahanan bencana, serta iklim berbasis hasil riset dan inovasi. 

Pencapaian tujuan kedua, dilakukan dengan kebijakan Penguatan dan Peningkatan 

sumber daya riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif. Adapun sasaran 

strategisnya: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan 

inovasi BRIN, dengan Indikator Kinerja: 1) Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3, 2) 

Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan, dan 3) Rasio perolehan dana 

eksternal terhadap anggaran rupiah murni (RM) yang bersumber dari DIPA BRIN. 

Sementara untuk mencapai tujuan ketiga, dilakukan kebijakan Implementasi 

Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata 

Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan Indikator Kinerja: 1) Indeks 

Reformasi Birokrasi BRIN, 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja, 3) Opini atas Laporan 

Keuangan BRIN, 4) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRIN, dan 5) Level Maturitas 

SPIP BRIN (Level). 

 

Adapun sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya  keunggulan  riset  dan  inovasi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, 

serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah 

pembangunan berkelanjutan (SS 1), dengan indikator kinerja: 1) Jumlah publikasi 

(artikel) internasional dan 2) Jumlah sitasi di jurnal internasional terindeks global; 

2. Meningkatnya   kolaborasi   dalam   pengembangan   dan   pemanfaatan  produk 

ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan (SS 2), 

dengan indikator kinerja: 1) Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula 



Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 62 

Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, 2)  Jumlah  inovasi  yang  dimanfaatkan  

industri/  badan  usaha  dan  3) Patent Granted (domestik); 

3. Meningkatnya   penerapan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   untuk 

mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim 

(SS 4), dengan indikator kinerja: 1) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan 

pemanfaatan sumber daya alam dan 2) Penerapan teknologi untuk pencegahan 

dan mitigasi pascabencana. 

 

3.1.2.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang 

berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan 

tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta 

berkelanjutan. 

 

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi disusun kebijakan yang 

terdiri atas : 

1. Pengembangan   komoditas   unggulan   pertanian,   perkebunan   dan kehutanan 

dalam menunjang agroindustri; 

2. Pengembangan   perikanan   budidaya   dan   tangkap   dengan   tetap 

mengedepankan sumberdaya ikan lestari; 

3. Pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya budaya 

4. Yang terintegrasi dengan budaya setempat;  

5. Peningkatan  fungsi  ruang  yang  mendukung  kawasan  lindung  dan 

6. Budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus 

mewujudkan provinsi berkelanjutan; 

7. Pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil 

sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing- masing wilayah 

sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah; 

8. Pengembangan  struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung 

9. Pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan 

lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik; 

10. Pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian 

lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam 

11. Menciptakan daya saing daerah; 

12. Pengembangan   kawasan   strategis   dengan   mengoptimalkan   potensi 
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13. Ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup; dan 

14. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan 

udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat 

kampung dan wilayah perbatasan negara. 

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai berikut: 

1.  Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan 

dalam menunjang agroindustri, meliputi: 

a. mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan dalam mencukupi 

ketersediaan pangan lokal; 

b. meningkatkan intensifikasi tanaman pangan lokal; 

c. meningkatkan  sediaan  pangan  berdasarkan  kearifan  lokal  secara mandiri; 

d. meningkatkan   luas   lahan   pada   kawasan   perkebunan   dengan 

memperhatikan hak adat dan komoditas unggulan; 

e. meningkatkan  luas lahan  dan  pengelolaan hasil hutan penghasil komoditas 

unggulan; 

f. mengembangkan industri pengolah hasil perkebunan dan kehutanan komoditas 

unggulan; dan 

g. meningkatkan  aksesibilitas  antara  kawasan  penghasil  produk unggulan 

dengan industri pengolah dan gerbang ekspor. 

2.  Strategi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap 

mengedepankan sumberdaya ikan lestari, meliputi: 

a. memperluas area penangkapan ikan di laut dan darat; 

b. memperluas   jangkauan   pemasaran   lokal   dalam   pemenuhan kebutuhan 

ikan masyarakat dan jangkauan pemasaran regional/nasional; 

c. membentuk sentra produksi perikanan; 

d. mengembangkan industri hasil pengolah ikan; dan 

e. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil ikan dengan industri 

pengolah ikan dan gerbang ekspor. 

3.  Strategi pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya 

yang terintegrasi dengan budaya setempat, meliputi: 

a. menetapkan objek wisata alam dan budaya unggulan; 

b. mengembangkan  potensi  lokal  dalam  mendukung  pengembangan 

pariwisata; 
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c. mengembangkan potensi masing-masing objek wisata sebagai daya tarik 

utama wisata dilengkapi dengan akomodasi wisata; 

d. mengembangkan kluster wisata sesuai kedekatan lokasi dan jalur wisata; dan 

e. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata 

nasional. 

4.  Strategi peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya 

sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus 

mewujudkan provinsi berkelanjutan, meliputi: 

a. menetapkan pengelolaan kawasan lindung di ruang darat dan ruang 

b. laut yang dikelola masyarakat hukum adat, dalam mempertahankan 

keberlanjutan ekosistem dan keunikan bentang alamnya; 

c. mengelola kawasan ekosistem esensial yang berada pada wilayah adat dalam 

menunjang keanekaragaman hayati; 

d. mengelola kawasan rawan bencana dengan menggunakan prinsip kearifan 

lokal; dan 

e. meningkatkan fungsi lahan menjadi lebih produktif yang dikelola 

f. masyarakat adat baik pada kawasan lindung maupun budidaya dengan tetap 

mempertahankan kondisi ekosistem yang sudah mapan secara partisipatif. 

5.  Strategi pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-

pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-

masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi, meliputi:  

a. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan 

bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas 

penunjang kegiatan ekonomi; 

b. menyediakan  sarana  prasarana  dalam  rangka  memperluas  akses pasar 

termasuk dalam lingkup wilayah kelola hukum adat;  

c. mengembangkan pusat agroindustri, perikanan dan pariwisata dalam 

mengembangkan ekonomi wilayah daratan dan wilayah pesisir; dan 

d. mengembangkan   potensi   sumberdaya   lokal   dalam   mendorong investasi 

yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat adat. 

6.  Strategi pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung 

pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan 

lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik, meliputi: 



Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 65 

a. mengembangkan pusat permukiman yang berjenjang mulai dari PKN, PKW, 

dan PKL yang didukung oleh prasarana wilayah yang saling terkoneksi antar 

perkotaan sampai perdesaan; 

b. mengembangkan Perkotaan Jayapura, sebagai pusat pengembangan 

b. ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai gerbang ekspor impor; 

c. mengembangkan peran perkotaan PKW dan PKL sebagai pusat 

pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya, sesuai dengan 

d. potensi wilayah pendukung terutama pertanian, perikanan dan pariwisata 

dengan membentuk pusat-pusat pengolahan dan pemasaran; 

e. mengembangkan  prasarana  wilayah  secara  terkoneksi  dan  saling 

f. terhubung antarmoda transportasi yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah sampai lingkungan permukiman terkecil (kampung) dan pusat kegiatan 

ekonomi sampai gerbang ekspor. 

g. mengembangkan sumber daya termasuk energi baru dan terbarukan secara 

terkoneksi yang melayani sampai tingkat permukiman terkecil (kampung) dan 

menjangkau kawasan potensial ekonomi; 

h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang terkoneksi 

i. baik jaringan telekomunikasi darat dan laut serta terjangkau hingga kawasan 

terpencil dan terisolir; 

j. mengembangkan  prasarana  sumber  daya  air  guna  memenuhi 

k. kebutuhan air minum, bangunan sumberdaya air, irigasi dalam menunjang 

ketersediaan lahan pertanian basah; dan 

l. h. meningkatkan   pengelolaan   limbah   yang   tepat   guna   untuk 

meminimalkan dampak pencemaran baik yang berasal dari limbah domestik, 

industri dan pertambangan sesuai kaidah lingkungan hidup. 

7.  Strategi  pemantapan  ruang  fungsi  lindung  dan  budidaya  dalam 

mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam 

menciptakan daya saing daerah, meliputi: 

a. membatasi  dan  mengendalikan  pemanfaatan  ruang  lindung  dan 

mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan 

asas keberlanjutan; 

b. mewujudkan tercapainya Provinsi Papua sebagai pendukung wilayah 

keberlanjutan; 
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c. membatasi  alih  fungsi  kawasan  perlindungan  setempat,  dalam menjaga 

kualitas tata air dan pemanfaatannya harus berkesesuaian dengan prinsip 

perlindungan tata air;  

d. membatasi pemanfaatan ruang konservasi sebagai bagian dari kawasan 

lindung dalam memelihara kelestarian alam, dengan tetap menghormati 

masyarakat adat yang ada baik di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil; 

e. memelihara kelestarian kawasan hutan adat untuk dimanfaatkan oleh 

masyarakat adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal masing- masing; 

f. mempertahankan karst yang mempunyai fungsi sebagai hidrogeologi mulai dari 

zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan; 

g. melindungi dan memelihara situs dan kawasan cagar budaya, untuk 

memelihara kesakralan dan kekayaan budaya bangsa guna menunjang ilmu 

pengetahuan dan pariwisata; 

h. memelihara kawasan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan 

i. hutan sebagai ekosistem esensial, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas 

nilai ekonominya serta menunjang pariwisata; 

j. memanfaatkan hutan produksi, dengan memperhatikan pelestarian, siklus 

penanaman dan dapat dikelola dengan menggunakan sistem tumpang sari 

dengan tetap mempertahankan lahan hutan primer dalam mendukung 

kawasan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah 

ekonomi hasil hutan dengan mengolah hasil hutan sebagai industri hasil hutan; 

k. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan memberikan nilai tambah 

melalui penanaman intensif dan pengembangan produksi unggulan, serta 

pengolahan hasil perkebunan dalam mewujudkan agroindustri; 

l. mengembangkan lahan untuk kawasan pertanian dalam mencukupi kebutuhan 

pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat setempat, serta 

meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan komoditas unggulan 

yang terpadu dengan peternakan untuk dikembangkan dalam mendukung 

agroindustri; 

m. memanfaatkan potensi kawasan perikanan darat dan laut dalam 

mencukupi kebutuhan pangan, mengolah dan meningkatkan pemasaran, 

membentuk pusat-pusat penangkapan dan pengelolaan ikan dalam menunjang 

industri perikanan disertai pemeliharaan ekosistem pesisir secara 

berkelanjutan; 
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n. mengelola    potensi    kawasan    pertambangan    dalam    prinsip 

berkelanjutan dan mengembalikan ke rona asal atau peruntukan lainnya 

yang tidak mengganggu fungsi ekologis; 

o. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra 

industri pertanian dalam menunjang pengembangan agroindustri, perikanan, 

pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan 

pemasaran; 

p. meningkatkan   kualitas   obyek   wisata   yang   dikemas   dalam 

pengembangan klaster wisata dengan didukung oleh prasarana dan 

akomodasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 

q. meningkatkan permukiman yang layak huni di perkotaan dan pedesaan, yang 

dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas serta  mempertahankan  

permukiman  adat  pada  masing-masing wilayah adat; 

r. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan 

konektivitas antar wilayah; 

s. menyediakan  ruang  pertahanan  dan  keamanan  sesuai  dengan prinsip 

ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan 

prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan 

t. mengelola  kawasan  rawan  bencana  sesuai  dengan  fungsi  ruang dengan 

meminimalkan risiko bencana yang muncul. 

8.  Strategi pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi 

ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, 

meliputi: 

a. mengembangkan klaster pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, 

perikanan, dan pariwisata; 

b. melindungi  kawasan  yang  mempunya  nilai  sosial  budaya  sesuai dengan 

karakter masyarakat adat yang dikembangkan sebagai aset wisata budaya; 

c. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam pada masing- masing 

klaster; dan 

d. mempertahankan kawasan pelestarian lingkungan dalam melindungi 

keanekaragaman hayati di wilayah darat dan lautan. 
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9. Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut 

dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai 

tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara, meliputi: 

a. menetapkan    dan/atau    penegasan    batas    lapangan    kawasan 

pertahanan dan keamanan; 

b. menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan 

tata guna lahan lainnya, terutama permukiman; 

c.  mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan 

keamanan secara ketat; 

d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus 

pertahanan dan keamanan; 

e. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan 

negara; 

f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun 

di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang 

memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak 

terbangun; 

g. melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan 

fungsinya; dan 

h. membangun   prasarana   dan   sarana   yang   diperuntukkan   bagi 

kepentingan  pemeliharaan  dan  pertahanan  negara  berdasarkan 

geostrategis nasional. 

 

3.1.2.6. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai  

kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals 

(SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi 

kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi 

nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target 

meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan 

ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi: 

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan 

mempromosikan pertanian berkelanjutan; 
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3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada 

segala usia; 

4. Menjamin kualitas  angguh na inklusif dan adil dan mempromosikan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua  angguh n dan anak 

 angguh n; 

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan; 

7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan 

berkelanjutan untuk semua; 

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 

9. Membangun infrastruktur  angguh, mempromosikan industrialisasi inklusif  

dan  berkelanjutan serta mendorong inovasi; 

10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara; 

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman,  angguh dan 

berkelanjutan; 

12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 

13. Mengambil  angguh  segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 

14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk 

 angguh nan berkelanjutan; 

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam 

pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan 

menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati; 

16. Mempromosikan  angguh na yang damai dan inklusif untuk  angguh nan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semuadan 

membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;  

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

 angguh nan berkelanjutan. 

 

Bappeda Provinsi Papua Memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tiga tujuan tersebut yaitu tujuan 

nomor 9, 16 dan 17 : 

TPB   9  :  Membangun infrastruktur   angguh, mempromosikan industrialisasi 

inklusif 
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TPB 16 :  Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semuadan 

membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua 

tingkatan;  

TPB 17 :  Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Setiap tujuan Memiliki target dan indikator, dari tiga tujuan yang terkait dengan fungsi 

Bappeda, target dan indikatornya antara lain sebagai berikut : 

 
Tabel 3.4 

Keterkaitan Tujuan TPB dengan Fungsi Bappeda 

 

No 

TPB 

Kode 

Indikator 
Target/indikator 

9 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB 

16 16.5.1.(a) Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) 

16 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran 

yang disetujui 

16 16.6.1.(b) Persentase peningkatan system akuntabilitas kinerja 

pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah 

dan pemerintah daerah (provinsi/  kabupaten/kota) 

17 17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan 

target 

17 17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data badan pusat 

statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional 

 

3.2 Isu Strategi Perangkat Daerah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka 

perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Papua untuk tahun 2024-2026 afalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk 

mendorong pencapaian target-target pembangunan; 
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2. Konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Implementasi 

penelitian dan pengembangan daerah seba gai masukan perencanaan pembangunan 

dan inovasi daerah 

 

Tabel 3.5 

Keterkitan Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Isu Strategi Bappeda 

Provinsi Papua tahun 2024-2026 

Tujuan/Sasaran RPD Strategi RPD Isu Strategi Bappeda 

T4.  Terwujudnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik 

  

S.21. Meningkatnya 

akubtabilitas 

birokrasi 

otonomi Khusus 

Papua 

Meningkatkan 

koordinasi dan 

komunikasi antar 

perangkat daerah 

Peningkatan kualitas perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah untuk 

mendorong pencapaian target-target 

pembangunan 

S.22 Meningkatnya 

transparansi 

penggunaan 

dana otonomi 

khusus Papua 

Meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan dana otsus 

melalui pelaporan, 

monitoring, dan tagging 

program yang 

menggunakan alokasi 

dana otsus Papua 

Konsistennya implementasi sistem 

perencanaan pembangunan daerah 

Implementasi penelitian dan 

pengembangan daerah sebagai 

masukan perencanaan pembangunan 

dan inovasi daerah 

 

Dari isu strategi tersebut disajikan keterkaitan tujuan Pembangunan dengan isu strategi 

Bappeda sesuai dengan tugas pokok fungsinya menjalankan urusan perenccanaan 

penelitian dan pengembangan daerah, berperan dalam mendukung terwujudnya tata 

Kelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan mencapaian sasaran meningkatnya 

kualitas perenccanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah untuk mendorong 

pencapaian target-target Pembangunan dan meningkatnya konsistensi sistem perencanaan 
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pembangunan daerah Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai 

masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan 

tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi 

apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang sebagai 

periode pembangunan transisi sebelum adanya kepala daerah yang definitif sesuai hasil 

PILKADA. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita bappeda, melalui berbagai upaya yang akan 

dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Dengan demikian, 

tujuan dan sasaran Renstra Bappeda berfungsi untuk menentukan arah kerja Bappeda tiga  

tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang akan dilakukan oleh setiap unsur Bappeda 

harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

 

4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua 

Sesuai dengan isu-isu strategis, bappeda Memiliki peranan penting dan strategis 

dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Tahun 2024-2026. Demi mendukung peran tersebut, Bappeda harus meningkatkan kualitas 

pengelolaan pembangunan daerah yang saat ini belum optimal kualitasnya. Dengan 

mempertimbangkan peran dan peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan 

pembangunan, kondisi yang diinginkan diciptakan pada akhirnya adalah : ñMeningkatkan 

efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerahò.  Kondisi tersebut merupakan tujuan 

pembangunan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026.  

Untuk menjawab isu strategis pembangunan yang berhubungan penelitian dan 

pengembangan di Bappeda Provinsi Papua, maka perlu mendorong peningkatan kualitas 

hasil penelitian dan pengembangan agar dapat menghasilkan inovasi yang dapat 

digunakan sebagai solusi permasalahan pembangunan daerah, peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan mendorong penelitian dan pengembangan adalah 

òMeningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan 

perencanaan pembangunan dan inovasi daerahò. Dengan demikian maka tujuan jangka 

menengah Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 yaitu : 

1. Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah 
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2. Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan 

perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. 

Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPD 

Provinsi Papua Tahun 2024-2026 seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1. 

Keselarasan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Papua dengan RPD Provinsi Papua 

Tahun 2024-2026 penting karena pencapaian RPD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. 

Tujuan jangka menengah Bappeda mendukung Tujuan ke-4 RPD dan ketiga sasaran 

tujuan ke-4. 

Kedua  tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh Bappeda dalam 

tiga tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur Bappeda bekerja dengan 

mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus 

mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan jangka menengah Bappeda. 

 

Gambar  4.1 
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Papua  

dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 
 
 

 

 
TUJUAN RENSTRA BAPPEDA 

 
TUJUAN KE-4  RPD 

 
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

 

SASARAN 4.2 RPD 
 

Meningkatnya 
Transparansi 

Penggunaan Dana 
Otonomi Khusus Papua 

 

SASARAN 4.1 RPD 
 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Birokrasi 

Otonomi Khusus 
Papua 

 

SASARAN 4.3 RPD 
 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

 

TUJUAN 1 
 

Meningkatkan efektifitas 
pencapaian sasaran pembangunan 

daerah 

 

TUJUAN 2 
 

Meningkatkan Implementasi 
penelitian dan pengembangan 

daerah sebagai masukan 
perencanaan pembangunan dan 

inovasi daerah 
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4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua 

Agar pencapaian tujuan dapat dikendalikan, maka ditetapkan kondisi-kondisi yang 

harus tercipta sebelum tujuan besar tercapai. Kondisi yang menggambarkan  

tercapainya tujuan yaitu berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh 

dari pencapaian hasil program perangkat daerah disebut sebagai sasaran. Dalam 

mewujudkan sasaran pembangunan daerah, Bappeda Memiliki tugas untuk mengawal 

tercapai sasaran RPD dan juga sasaran Renstra OPD. Kedua hal ini dapat dicapai jika 

peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dengan 

demikian, sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka ñMeningkatkan efektifitas 

pencapaian sasaran pembangunan daerahò dengan indicator sasaran antara lain :  

a. Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan 

b. Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD 

c. Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD  

d. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP 

e. Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah 

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka òMeningkatkan 

Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan 

pembangunan dan inovasi daerahò  yaitu : 

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah  

Sebagai salah satu instrument pengendalian, maka setiap sasaran Memiliki indikator 

dan target pencapaian. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda 

setiap tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator dan target terdapat dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda 

 

Tujuan RPD Sasaran RPD Tujuan OPD 
Sasaran 
Strategi 

Indikator 
Sasaran 

Formulasi Indikator 
Tujuan/ Sasaran 

Target Sasaran 

2024 2025 2026 
Terwwujudnya 
Tata kelola 
Pemerintahan 
yang baik 

Meningkatnya 
kinerja 
penyelenggara 
Otonomi Khusus 
Papua 

Meningkatkan 
efektifitas 
pencapaian 
sasaran 
pembangunan 
daerah 

 Tingkat capaian 
realisasi 
program-
program otssus 
yang 
direncanakan 

Tingkat konsistensi 
rata-rata realisasi 
program Otsus (fisik 
dan keuangan) 
terhadap rata-rata 
pencapaian program 
Otsus 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan pengendalian 
program,serta 
kegiatan 
pembangunan 
daerah 

 Meningkatnya 
konsistensi 
perencanan 
tahunan dengan 
perencanaan 
jangka menengah 

Tingkat 
Konsistensi 
RKPD terhadap 
RPD 

Tingkat konsitensi 
program RKPD yang 
dilaksanakan tahun 
berkenan terhadap 
jumlah program RPD 
tahun berkenan 

95 
Persen 

95 
Persen 

95 
Persen 

  Tingkat 
Konsistensi 
KUAPPAS 
Terhadap 
RKPD 

Tingkat konsistensi 
sub kegiatan RKPD 
tahun berkenan 
terhadap jumlah 
KUAPPAS tahun 
berkenan 

95 
Persen 

95 
Persen 

95 
Persen 

   Tingkat 
konsistensi 
RKPD terhadap 
RAP 

Tingkat konsistensi 
sub kegiatan RAP 
tahun berkenan 
terhadap junlah 
subkegiaran RKPD 
tahun berkenan 

95 
Persen 

95 
Persen 

95 
Persen 

 Meningkatnya 
sistem 
akuntabilitas dan 
pengawasan 
dalam pengelolaan 
keuangan dan 
kinerja daerah. 

  Indeks 
Pengelolaan 
Pembangunan 
Daerah 

Pengukuran skor 
indeks 
Pembangunan 
Daerah  

66,1 
Indeks 

66,2 
Indeks 

66,3 
Indeks 
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Tujuan RPD Sasaran RPD Tujuan OPD 
Sasaran 
Strategi 

Indikator 
Sasaran 

Formulasi Indikator 
Tujuan/ Sasaran 

Target Sasaran 

2024 2025 2026 

 
  Meningkatkan 

Implementasi 
penelitian dan 
pengembangan 
daerah sebagai 
masukan 
perencanaan 
pembangunan 
dan inovasi 
daerah 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas inovasi 
daerah 

Indeks Inovasi 
Daerah (nilai) 

Pengukuran skor 
indeks Inovasi 
daerah 

50 
(inovatif) 

55 
(inovatif) 

59 
inovatif) 

 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua akan di ukur ccapaian kinerja melalui 

indikator Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan, Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD, Tingkat 

Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD,  Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP, Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah, dan 

Indeks Inovasi Daerah (nilai). 
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4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah 

 

Tabel 4.2  
Cascading Kinerja Perangkat Daerah 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi/ 
Definisi 

Operasional 
Indkator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Formulasi/ 
Definisi 

Operasional 
Indkator 
Sasaran 

Strategis 
Kebijakan/ 

Arah Kebijakan 
Program 

Indikator 
Program 

Terwwujudnya 
Tata kelola 
Pemerintahan 
yang baik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
RB 

Nilai hasil 
evaluasi RB 
oleh 
Inspektorat 

Meningkatnya 
kinerja 
penyelenggara 
Otonomi 
Khusus Papua 

Tingkat 
capaian 
realisasi 
program-
program 
otssus yang 
direncanakan 

Tingkat 
konsistensi 
rata-rata 
realisasi 
program 
Otsus (fisik 
dan 
keuangan) 
terhadap rata-
rata 
pencapaian 
program 
Otsus 

    

   Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan 
pengendalian 
program,serta 
kegiatan 
pembangunan 
daerah 

Tingkat 
Konsistensi 
RKPD 
terhadap RPD 

Tingkat 
konsitensi 
program 
RKPD yang 
dilaksanakan 
tahun 
berkenan 
terhadap 
jumlah 
program RPD 
tahun 
berkenan 

Peningkatan 
kualitas 
penyelenggaraan 
sistem 
perencanaan 
pembangunan 
daerah  

Meningkatkan 
kualitas analisis 
data 
pembangunan 
daerah 

Program 
Perencanaan 
Pengendalian 
dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

 

   Tingkat 
Konsistensi 
KUAPPAS 
Terhadap 
RKPD 

Tingkat 
konsistensi 
sub kegiatan 
RKPD tahun 
berkenan 
terhadap 
jumlah 
KUAPPAS 
tahun 
berkenan 
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Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Formulasi/ 
Definisi 

Operasional 
Indkator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Formulasi/ 
Definisi 

Operasional 
Indkator 
Sasaran 

Strategis 
Kebijakan/ 

Arah Kebijakan 
Program 

Indikator 
Program 

    Tingkat 
konsistensi 
RKPD 
terhadap RAP 

Tingkat 
konsistensi 
sub kegiatan 
RAP tahun 
berkenan 
terhadap 
junlah 
subkegiaran 
RKPD tahun 
berkenan 

    

   Meningkatnya 
sistem 
akuntabilitas 
dan 
pengawasan 
dalam 
pengelolaan 
keuangan dan 
kinerja daerah 

Indeks 
Pengelolaan 
Pembangunan 
Daerah 

Pengukuran 
skor indeks 
Pembangunan 
Daerah  

  Program 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan 
tahunan 
perangkat daerah 
dengan kualitas 
baik  

    Indeks Inovasi 
Daerah (nilai) 

Pengukuran 
skor indeks 
Inovasi 
daerah 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas inovasi 
daerah 

Mengoptimalkan 
pemanfaatan 
hasil penelitian 
dan 
pengembangan 
yang sudah ada 
untuk 
menciptakan 
inovasi baru 

Program 
Program 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

Persentase kajian/ 
riset/grand design 
yang 
diimplementasikan 
dalam kebijakan 
pelaksanaan 
pembangunan 

       Mengoptimalkan 
pemanfaatan 
hasil penelitian 
dan 
pengembangan 
yang sudah ada 
untuk 
menciptakan 
inovasi baru 

  

        Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah  
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta 

rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda 

menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda 

dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi 

Bappeda.  

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan 

kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana 

Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang 

komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi 

dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas 

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki 

kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi. Strategi 

dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

(Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Provinsi Papua. Dengan berpedoman 

pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa 

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :  

 

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah; 

Sistem perencanaan pembangunan daerah  merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah 

dan pendek/tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pemetintah daerah dan 

masyarakat. Tata cara perencanaan pembangunan terdiri dari tahapan perencanaan 

pembangunan daerah antara lain yaitu penyusnan rencana, penetapan rencana, pengendalian 

pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kesemua hal tersebut merupakan 

kesatuan sistem perencanaanpembanguna daerah yang tidak terpisahkan. 

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah berarti meningkatkan kualitas 

seluruh dokumen rencana pembanguna daerah dan dokumen rencana perangkat daerah melalui 

perbaikan kualitas di seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Yaitu mulai dari penyusunan 
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rencana sampai dengan evaluasi pelaksanaan rencana. Dengan demikian, arah kebijakan 

strategi-1 untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain : 

a. Meningkatkan kualitas analisis data pembangunan daerah; 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 

c. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan 

d. Meningkatkan pembinaan kualitas perencanaan pembangunan di OPD. 

 

2. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan; 

Penelitian dan pengembangan didorong untuk menghasilkan inocasi yang dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja perangkat daerah. Sebagai tujuan puncak inovasi 

didorong untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, litbang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan 

daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai 

pengampu urusan pemerinthan bidang peneilitian dan pengembangan, Bappeda memiliki tugas 

untuk menkoordinasikan dengan perangkat daerah dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam 

penciptaan inovasi melaluipenelitian dan pengembangan. Dengan demikian, arah kebijakan 

strategi-2  dalam mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan antara lain : 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk 

menciptakan inovasi baru; dan 

b. Mendorong perangkat daerah dan masyarakat untuk mengimplemtasikan inovasi daerah. 

 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Papua. 

Kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda secara 

efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan mencakup manajemen kerja, pengelolaan sumber 

daya manusia dan manajerial kantor. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus 

dikelola dengan baik. 

Sekretariat berperan sebagai koordinator perumusan manajemen kerja antara lain melalui 

penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan renca kerja strategis Bappeda 

yang tertuang dalam Renstra Bappeda. Selain itu juga bertanggung jawab dalam pengelolaan 

sumber daya manusia. Kunci utama Bappeda dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

baik adalah kualitas sumber daya manusia yang handal dalam menjalankan tugas dan dalam 

bekerja sama secara tim antara bidang sesuai keterkaitan kerja antara bidang/unit kerja di 

lingkungan Bappeda.  

Sumber daya manusia yang baik dapat diupayakan dengan memberi pembinaan, pendidikan dan 

insentif yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang menjadi fokus pengelolaan sumber daya 

manusia di Bappeda yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan dan pelatihan serta 
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pengembangan karir. Sedanhkan manajerian kantor mencakup pengelolaan prasaran dan sarana 

kerja dan dokumen arsip Bappeda. Sarana dan prasarana kerja yang lengkap akan 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai. Pengelolaan dokumen/arsip yang rapi 

akan mempermudah pencarian ketika akan digunakan. Pengelolaan dokumen dan publikasi 

dalam bentuk digital merupakan salah satu solusi untuk menyediakan data secara lengkap dan 

mudah diakses. 

Sehingga arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda antara lain: 

a. Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda ke arah perencana dan peneliti; 

b. Meningkatkan manajemen kerja melalui efektifitas struktur organisasi dan penyusunan 

rencana strategis; dan 

c. Meningkatkan pengelolaan manajerial kantor. 

 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
efektifitas 
pencapaian sasaran 
pembangunan 
daerah 

Meningkatkan efektifitas 
pencapaian sasaran 
pembangunan daerah 

Peningkatan kualitas 
penyelenggaraan 
sistem perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Meningkatkan kualitas 
analisis data pembangunan 
daerah 

 Meningkatkan kualitas 
Perencanaan  

  Meningkatkan kualitas 
pengendalian dan evaluasi 
kinerja pembangunan daer 

   Meningkatkan pembinaan 
kualitas perencanaan 
pembangunan di OPD 

  Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
Bappeda Provinsi 
Papua 

Meningkatkan kapasitas 
SDM Bappeda ke arah 
perencana dan peneliti 

  Meningkatkan manajemen 
kerja melalui efektifitas 
struktur organisasi dan 
penyusunan rencana 
strategis 

   Meningkatkan pengelolaan 
manajerial kantor 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
Implementasi 
penelitian dan 
pengembangan 
daerah sebagai 
masukan 
perencanaan 
pembangunan dan 
inovasi daerah 

 Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas inovasi 
daerah 

Mengoptimalkan 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan 
pengembangan yang sudah 
ada untuk menciptakan 
inovasi baru 

  Mendorong perangkat 
daerah dan masyarakat 
untuk mengimplemtasikan 
inovasi daerah 



Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 84 

BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran 

operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 

Bappeda Tahun 2024-2026  

Untuk melaksanakan Arah kebijakan Perangkat daerah mencakup Upaya untuk : 

mewujudka capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan, Tingkat 

Konsistensi RKPD terhadap RPD, Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD,  

Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP, Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah, dan 

Indeks Inovasi Daerah (nilai), dirumuskan Program prioritas seperti pada table 6.1 

 

Tabel 6.1 
Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah  

Tahun 2024-2026 
 

No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 

I. Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah 

1 Tercapainya 
Sasaran RPJMD 

Peningkatan 
kualitas 
penyelenggaraan 
sistem 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

1. Meningkatkan 
kualitas analisis data 
pembangunan 

daerah 

Program perencanaan 
pengendalian, dan 
evaluasi pembangunan 

daerah 

 2 Tercapaianya 
sasaran Renstra 
OPD 

2. Meningkatkan 
kualitas perencanaan 
pembangunan 
daerah 

¶ Program 
perencanaan 
pengendalian,                          
dan evaluasi 
pembangunan 
daerah 

¶ Program koordinasi     
dan sinkronisasi     
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

 

3 Meningkatnya 3. Meningkatkan Program perencanaan 
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No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 

konsistensi 
perencanan 
tahunan dengan 
perencanaan 
jangka menengah 

kualitas 
pengendalian dan 
evaluasi kinerja 
pembangunan 
daerah 

pengendalian,  dan 
evaluasi pembangunan 
daerah 

4. Meningkatkan 
pembinaan kualitas 
perencanaan 
pembangunan di 

OPD 

Program  koordinasi dan 
sinkronisasi  
perencanaan 
pembangunan daerah 

4 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja Bappeda 

Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
Bappeda Provinsi 
Papua 

5. Meningkatkan 
kapasitas SDM 
Bappeda ke arah 
perencana dan 
peneliti 

Program penunjang 
urusan  pemerintahan 
daerah provinsi 

6. Meningkatkan 
manajemen kerja 
melalui efektifitas 
struktur organisasi 
dan penyusunan 
rencana strategis 

Program   penunjang 
urusan    pemerintahan 

daerah provinsi 

7. Meningkatkan 
pengelolaan 

manajerial kantor 

Program penunjang 
urusan  pemerintahan 

daerah provinsi 

II.  Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan 

perencanaan pembangunan dan inovasi daerah 

1 Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas inovasi 
daerah 

Mendorong 
pemanfaatan hasil-
hasil penelitian dan 
pengembangan 

8. Mengoptimalkan 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan 
pengembangan yang 
sudah ada untuk 
menciptakan inovasi 
baru 

Program penelitian dan 

Pengembangan daerah 

9. Mendorong 
perangkat daerah 
dan masyarakat 
untuk 
mengimplemtasikan 
inovasi daerah 

Program penelitian dan 
Pengembangan daerah 
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Adapun penjabaran program kedalam masing-masing kegiatan untuk mencapai taeget 

masing-masing program, maka rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : 

1) Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah   

a. Penyusunan   Perencanaan  dan Pendanaan; 

b. Analisis Data dan  Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan              

Pembangunan Daerah; 

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan  Daerah  di  Bidang Pembangunan 

Daerah. 

2) Program koordinasi dan sinkronisasi  perencanaan pembangunan daerah  

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian  dan SDA (Sumber Daya Alam); 

c. Koordinasi Perencanaan   Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 

3) Program  penelitian dan Pengembangan daerah 

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan     

Pengkajian Peraturan; 

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial  dan Kependudukan; 

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang  Ekonomi dan Pembangunan; 

d. Pengembangan Inovasi  dan Teknologi; 

e. Pengembangan  Inovasi dan Teknologi. 

4) Program  penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi  

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah; 

b. Administrasi   Keuangan Perangkat Daerah; 

c. Administrasi  Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

d. Administrasi  Pendapatan  Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; 

e. Administrasi  Kepegawaian Perangkat Daerah; 

f. Administrasi  Umum Perangkat Daerah. 

 

5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 

Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif 

Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 secara rinci diuraikan pada tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah  

Bapperida Provinsi Papua Tahun 2024-2026 
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